BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dijabarkan pada Bab 1V,

maka dapat disusun simpulan dan saran sebagaimana berikut:

A.

1.

Simpulan

Standar, tujuan dan sasaran kebijakan, dalam Peraturan Kapolri No 7 Tahun
2020 tentang Tata cara pemberian tunjangan Kkinerja bari anggota Polri telah
memiliki ukuran, indikator dan garis petunjuk yang jelas , tidak terlalu idealis,
mudah dicapai, tidak mempersulit dan dapat direalisasikan di seluruh
kesatuan kerja Polri. Isi dan makna yang tertuang sudah dapat dipahami
dengan baik. Standar, tujuan dan sasaran kebijakan memiliki hubungan yang
erat dengan disposisi/ sikap dari para pelaksana (implementors).

Sumber Daya dari hasil penelitian yang dilakukan dalam penerapan
pemberian tunjangan kinerja bagi PNS di Lemdiklat Polri, dilihat dari segi
sumber daya manusia, ditemukan sebagai berikut : a) belum ada personel
yang memegang khusus administrasi tunjangan kinerja, baik di bagian rekap
absensi kehadiran, verifikasi, perhitungan dan laporan. Masing-masing
personel memiliki tugas dan tanggungjawab pekerjaan lain yang dibebankan
kepadanya dan inilah salah satu penyebab terkendalanya pemberian
tunjangan kinerja tepat waktu, terjadinya kesalahan perhitungan dan adanya
penurunan kinerja; b) untuk sarana dan prasarana sudah mencukupi dan; c)
dukungan anggaran sudah terpenuhi. Kondisi ini tentunya akan berpengaruh
pada keberhasilan penerapan pemberian tunjangan kinerja bagi PNS di
Lemdiklat Polri.

Karakteristik Organisasi dituangkan dalam Standard Operating Procedure
(SOP) dimana SOP merupakan pedoman bagi setiap implementor dalam
bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan
sasaran kebijakan, seyogyanya para pelaksana kebijakan dalam
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melaksanakan suatu kebijakan harus sesuai dengan SOP. Namun di
Lemdiklat Polri belum ada SOP pemberian tunjangan Kkinerja, masih
berpedoman pada SOP pusat dari Puskeu Mabes Polri.

Disposisi/ Sikap para Pelaksana dalam penerapan pemberian tunjangan
kinerja bagi PNS di Lemdiklat Polri masih menunjukkan bahwa pelaksana
kebijakan pada Lemdiklat Polri belum memiliki komitmen yang tinggi dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Perkap Nomor 7
Tahun 2020 tentang tata cara pemberian tunjangan kinerja bagi anggota Polri.
Hal ini diketahui masih sering terjadinya keterlambatan dalam pemberian
tunjangan kinerja setiap bulannya. Kondisi ini terjadi akibat keterlambatan
pelaksana kebijakan dalam menyampaikan rekapitulasi absensi kehadiran,
keterlambatan dalam proses pengajuan pemberian tunjangan kinerja dan lama
dalam pengesahan laporan pemberian tunjangan Kkinerja. Kondisi ini
menunjukkan bahwa perintah-perintah para pelaksana kebijakan belum
dilaksanakan dengan baik, inilah yang menyebabkan terjadinya kegagalan
dalam implementai kebijakan dikarenakan komitmen yang dilakukan belum
tegas melaksanakan sebuah kebijakan. Ketegasan dan komitmen dari para
pelaksana kebijakan ini menjadi tolak ukur dalam keberhasilan implementasi
kebijakan dalam pemberian tunjangan Kinerja di Lemdiklat Polri.
Komunikasi antar organisasi dalam penerapan pemberian tunjangan Kinerja
bagi PNS di Lemdiklat Polri masih mengalami hambatan dan kendala, karena
belum adanya komunikasi berupa kegiatan sosialisasi kepada pegawai
sebagai kelompok sasaran. Sosialisasi ini menjadi penting karena kelompok
sasaran guna memberi pemahaman dan pengetahuan terkait pemberian
tunjangan kinerja yang sesuai dengan Perkap Nomor 7 Tahun 2020, sehingga
motivasi kinerja dan disiplin pegawai Lemdiklat Polri dapat terus meningkat
dan konsisten. Belum adanya pelatihan atau bimbingan teknis terkait tatacara
penyusunan SKP yang baik dan benar, menyebabkan dalam penyusunan SKP

masih bersifat subyektif dan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dari
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masing-masing pegawai. Dan hal ini menjadi salah satu penyebab dalam
menurunnya kinerja di Lemdiklat Polri.

Kondisi ekonomi, sosial dan politik adalah kondisi dimana kondisi
lingkungan eksternal yang turut berperan dalam mendorong keberhasilan
keberhasilan suatu kebijakan, dimana kondisi lingkungan eksternal yang
kondusif berpengaruh dalam pelaksanaan implementasi kebijakan berjalan

maksimal.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti

memberikan beberapa saran berkaitan dengan penerapan pemberian bagi

PNS di Lemdiklat Polri, sebagai berikut:

Sumber daya

a. Agar memaksimalkan fungsi Bag SDM Rorenmin Lemdiklat Polri dalam
mengatasi kurangnya sumber daya manusia dalam penerapan pemberian
tunjangan kinerja bagi PNS di Lemdiklat Polri dengan beberapa cara
yang dapat ditempuh, seperti:

1) Redistribusi dan perputaran pegawai antar unit kerja. Restribusi
pegawai ini dilakukan untuk mencapai penataan pegawai, dengan
melihat unit kerja mana yang berlebih dan unit kerja mana yang
masih mengalami kekurangan pegawai, untuk kemudian dilakukan
mutasi pegawai;

2) Optimalisasi pegawai yang ada sesuai dengan kebutuhan dan
kompetensi pegawai, misalnya dengan melakukan pembagian beban
kepada beberapa pegawai dengan tetap kebutuhan dan kompetensi
pegawai, misalnya dengan melakukan pembagian beban kerja
kepada beberapa pegawai dengan tetap mempertimbangkan

kompetensi yang dimiliki pegawai tersebut.
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3) Penunjukkan verifikator dalam proses adminitrasi tunjangan kinerja
sebelum tunjangan kinerja tersebut diberikan kepada kelompok
sasaran.

b. Agar Bag Informasi dan Teknologi Rojianbang Lemdiklat Polri
mengoptimalkan sumber daya mesin/ alat terkait pemanfaatan jaringan
internet dan pembuatan sistem aplikasi presensi online dan e-SKP.

c. Agar Bag Logistik Rorenmin Lemdiklat Polri melakukan pengadaan alat
bantu seperti perangkat komputer dengan spesifikasi yang mumpuni, alat
presensi online dan printer dalam proses administrasi pemberian
tunjangan Kinerja.

Agar Karorenmin Lemdiklat Polri menyusun surat pernyataan atau

kesepakatan tertulis yang disahkan oleh Kalemdiklat Polri dalam mekanisme

administrasi pemberian tunjangan kinerja secara konsisten yang didalamnya
tercantum sanksi jika pelaksana kebijakan tidak mencapai target yang telah
ditetapkan.

Agar Bag SDM Rorenmin Lemdiklat Polri mengagendakan sosialisasi

minimal satu tahun sekali kepada kelompok sasaran kebijakan, mengingat

mutasi di Polri sering terjadi serta mengadakan pelatihan/ bimbingan teknis
dalam penyusunan SKP.

Karena pentingnya peningkatan kinerja dalam mendukung tercapainya tujuan

organisasi di Lemdiklat Polri, oleh karenanya Peneliti menyarankan agar

penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikembangkan.
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